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BAB IV
PENUTUP
A. SIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada Bab Ill, maka dapat

disimpulkan bahwa :

1. Alasan Penerima Jaminan Fidusia tidak mendaftarkan akta pembebanan
jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia, adalah karena PT.
Angkasa Pura Il (persero) cabang Bandar Udara Internasional
Minangkabau tidak memahami tentang adanya kewajiban untuk
mendaftarkan benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia tersebut.
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia, ada kewajiban untuk mendaftarkan benda jaminan yang
dijadikan sebagai jaminan fidusia.

2. Upaya penyelesaian perjanjian pinjaman modal kerja yang dilakukan oleh
PT. Angkasa Pura Il (Persero) cabang Bandar Udara Internasional
Minangkabau adalah melakukan penawaran addendum waktu dan
melakukan pembinaan kepada Miftah salon, agar miftah salon melakukan
pembayaran setiap bulannya lagi. Dengan tidak didaftarkan benda jaminan
fidusia tersebut menimbulkan dampak terhadap Program Kemtraan Bina
Lingkungan (PKBL), yang mana dampaknya adalah sebagai berikut:

a. Tidak bisa melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan sebagai
jaminan fidusia.
b. Berpengaruh terhadap kemampun PT. Angkasa Pura Il (persero) cabang

Bandar Udara Internasional Minangkabau menyelesaikan permasalahan
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pinjaman dana bergulir tersebut. Hal ini terlihat pada pada kemampuan
untuk menyelesaikan permasalahan dana bergulir yang tidak tertangani
dengan baik seperti lemahnya daya serap pengembalian pinjaman, serta
tidak adanya kepastian hukum terhadap yang melakukan wanprestasi.
Kelemabhan ini terlihat dalam beberapa aspek yaitu:
1) Aspek Finansial
2) Aspek Hukum
B. SARAN
Sesuai dengan permasalahan yang ada penulis memberikan saran antara lain
adalah bahwa pihak penerima jaminan fidusia, dalam hal ini adalah PT.
Angkasa Pura Il (persero) cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau
untuk kedepannya harus melaksanakan ketentuan perundang-undangan,
sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia.
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